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ABSTRAK
aliki Nuramdhani (2023) Pelaksanaan penertiban bangunan liar
berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang
ketertiban umum dan Kketenteraman
masyarakat di Kecamatan Payung Sekaki

NYweld® yeH o

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh masih banyak ditemukan
bangunan liar yang berada di ruas jalan sepanjang jalan Air Hitam, Kota
Pgkanbaru. Bangunan liar tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran yang
bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru,
bﬁntuk dari bangunan ini baik yang nonpermanen sampai permanen yang berada
d¥ bahu jalan seperti bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu atau non
pétmanen yang sengaja dibuat oleh pedagang untuk berjualan dan hal ini
nielanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 tentang
Kétertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Penelitian ini berbentuk penelitian sosiologis, yaitu penelitian yang
berusaha menjelaskan permasalahan penelitian secara deskriftif dan analisis.
Penelitian bersifat deskriptif merupakan penelitian yang mengungkapkan
peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang
menjadi objek penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yakni dengan
cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta
menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan masalah.

Hasil dari Penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme pelaksanaan
perauran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 mengenai penertiban
bdngunan liar yang berada di bahu jalan di Kota Pekanbaru di bawah kendali
S%tuan Polisi Pamong Praja, dengan berkordinasi dengan instansi terkait sudah
sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
I‘%mor 13 Tahun 2021. Mekanisme yang dimaksud adalah melakukan sosialisasi,
tgguran secara lisan, teguran dengan mengeluarkan surat peringatan dan kemudian
mrelakukan pembongkaran secara paksa terhadap pelaku pelanggaran seperti yang
di-atur dalam Peraturan Daerah tersebut. Adapun Faktor penghambat dalam
pelaksanaan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 dalam
nfengatasi bangunan liar di bahu jalan yakni kurangnya kepatuhan hal ini terjadi
kdrena banyaknya masyarakat yang mengaangap apa yang mereka lakukan itu
adalah hal yang benar serta perlawanan masyarakat seperti memblokir jalan,
protes hingga melakukan demonstrasi sehingga peraturan yang ada tidak bisa di
téfapkan dengan baik oleh Satpol PP. Selain itu, kurangnya SDM di dalam Satpol
é%asehingga membuat pengawasan dan penertiban sulit dilakukan oleh Satpol PP
séta ada kepentingan politik dafi oknum oknum tertentu yang nelakukan
i&tervensi terhadap Satpol PP tersebut.

<5}
I?gta Kunci: Bangunan Liar, Ketertiban umum dan Kketenteraman
masyarakat, Peraturan Daerah
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ’alamin puji serta syukur penulis ucapkan atas segala

rahmat dan karunia Allah SWT. Karena telah memberikan kemampuan,

NER 11w ejdio ey @

kginudahan dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang
b%judul Pelaksanaan penertiban bangunan liar berdasarkan Peraturan Daerah
%‘[a Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum
dzn ketenteraman masyarakat di Kecamatan Payung Sekaki dengan baik.

Tugas akhir ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Dalam proses penulisan skipsi ini penulis banyak mengalami kesulitan, namun
berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari beberapa pihak akhirnya

kgsulitankesulitan yang ada bisa teratasi dengan baik. Sehingga dengan penuh

<]
kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada orang

IS1

taa saya yaitu ibunda tersayang Ibu Mariyani, serta abang kandung saya Agus

JTUL

p&adi, serta adik saya Nur Nilam Sari, Nur Adiba Jelita serta Nur Intan kurnia dan

Iu

yang telah memberikan dukungan baik material maupun non material kepada

ISIo

Qﬁhulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan nikmat
=)

u@ur yang panjang serta kiranya Allah SWT membalasnya dengan keberkahan.

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab. M.Ag selaku Rektor

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum, bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, selaku Wakil Dekan II dan
Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan
Hukum.

Yang terhormat Bapak Asril, S.H.I,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu
Hukum. Dan yang terhormat Bapak Dr. Alpi Syahrin, S.H.,M.H selalu
Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum. Yang selalu memberikan arahan serta
nasehat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tugas skripsi ini.
Yang terhormat Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum dan Ibu Dr. Hellen Last
Fitriani, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang sudah
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada
penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Yang terhormat Ibu Musrifah, S.H.,M.H selaku Dosen Penasihat
Akademik yang sudah memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada
penulis selama proses perkuliahan.

Yang terhormat segenap civitas akademika kampus Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terkhusus staf pengajar, karyawan dan
seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.

Yang terhormat Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau.

Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H, M.H., Bapak Basir,

SHI, M.H., Bapak Nur Hidayat, S.H,M.H., dan Bapak Dr. H. Magfirah,
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M.A selaku tim penguji sidang munaqasyah yang sudah memberikan
kemudahan pada proses sidang.

Terima kasih kepada Ria Oktavia Sari, Novi Rahmayanti Siregar dan
Anggi utami yang telah memberikan dukungan, masukan dan motivasinya

untuk menyelesaikan tugas skripsi ini.

. Terima kasih kepada rekan-rekan Muhammad Igbal, Muhammad Imran,

dan Muhammad Rifansyah yang tidak hanya memberi waktu, motivasi,
dan semangat kepada penulis, namun sekaligus sebagai rekan berjuang
juga menjadi tempat untuk saling bertukar pikiran dalam perkuliahan.
Terima kasih kepada kawan-kawan KKN kampung Empang Baru,
Kabupaten Siak 2022 yang memberikan dukungan moral agar tetap
semangat menyelesaikan skripsi.

Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah berjuang dan mampu bertahan
dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak mungkin bisa disebutkan

Sgu per satu, yaitu seluruh pihak yang ikut membantu penulis dalam proses

p?akuliahan, khususnya dalam pembuatan tugas skripsi ini. Akhir kata penulis
5

n%ngucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan
et

W\

kg'kurangan didalam penulisan maupun isi yang penulis tuangkan di dalamnya.

=}

P@ulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang penulis buat masih jauh dari

=1

kﬁTia sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang
=1

nzc?mbangun untuk seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bisa
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©
ZE
0 BAB 1
-~
2 PENDAHULUAN
°
o
=
ASLatar Belakang
=
= Indonesia merupakan Negara Hukum yang berkedaulatan rakyat dan
w
gmerupakan suatu Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Paparan yang
-~
;menyatakan bahwa Indonesia Negara Hukum terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3)

gUndang — Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa ‘“Negara Indonesia
adalah Negara Hukum”.' Berdasarkan prinsip Negara Hukum berarti segala
perbuatan seluruh masyarakat Indonesia harus berlandaskan hukum.

Di Indonesia, hukum ditempatkan dalam tingkat tertinggi dalam
pelaksanaan ketatanegaraan, yaitu negara dan masyarakat, sehingga tujuan
utama hukum bisa tercapai dengan benar dan hakiki, seperti tercapinya

%Jkeadilan, kepastian dan ketertiban. Secara normatif hukum memiliki cita-cita
(4]

Tyvang indah namun dalam implementasinya hukum tersebut kadang tidak bisa

et

<]
E_diterima oleh masyarakat dan menjadikan hukum itu halnya mimpi buruk dan

I

(g}
gmungkin menganggapnya sebagai bencana. Tujuan negara seperti yang tertera
2!
E pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:
:rl
i “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
Lo oY
gj untuk memajukan kesejahteraan umun, mencerdaskan kehidupan bangsa,
s
o]
= dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
w
<
o perdamaian abadi dan keadilan sosial”
2
5 ! Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham. A/ Qisthas. Jurnal Hukum Dan
Pélitik Ketatanegaraan, 11(1), Hlm 15

nery w
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Berdasarkan hal tersebut menggambarkan Indonesia memiliki tipe negara
hukum kesejahteraan. Teori negara hukum kesejahteraan adalah campuran

antara konsep negara hukum dengan negara kesejahteraan. Negara hukum

w eidioyeH o

E(rechtaat) adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan menempatkan
-

Shukum sebagai dasar kekuatan sebuah negara, sehingga tatanan kehidupan
7=,

g’dalam bernegara itu bisa terjalankan dengan baik seperti dalam

wn

& penyelenggaraan kekuasaan baik dalam bentuk apapun dilaksanakan dibawah

A
oketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya negara kesejahteraan yang

=
merupakan teori yang menggambarkan bahwasanya pemerintah tidak hanya
menjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi pemerintah menjadi

pemikul utama yang sangat bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan

sosial, kesejahteraan umum dan menjadi kekuatan utama dalam memakmurkan

rakyat.’
%J Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah,
o
Sfurusan yang wajib dan menjadi suatu kewenangan bagi pemerintah daerah juga
&
E_semakin meluas, baik dalam hal perencanaan dan juga pengendalian dalam
(g}
(=

suatu rencana pembangunan sampai kepada penyelenggaraan ketertiban dan

SISAIU

ketentraman masyarakat.3 Dengan meluasnya pembangunan daerah sangat

diharapkan tercainya suatu keadilan bagi masyarakat, makmur dan sejahtera,

0 31

akan tetapi pemerintah daerah sebagai pelaksana dari kegiatan pemerintahan

uga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban di daerahnya agar

—

? Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), H.16
! Undang- Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14.

nery wise)||jiredg uejng j
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©

gterciptanya kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat, baik masyarakat
-~

© dari kalangan atas maupun masyarakat dari kalangan bawah.

Berdasarkan hal itu, hukum mengatur seluruh tatanan kehidupan

yi1w eyd

-masyarakat Indonesia, tidak terlepas dari bagaimana cara kita mendirikan
bangunan sehingga tidak mengganggu masyarakat sekitar ataupun kepentingan
umum. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13

tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

4 EXSNS NIN

g Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 26, Setiap orang dilarang:?

a. Mendirikan bangunan sebelum mendapat ijin/Persetujuan dari
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dan

b. Mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, bantaran sungai, ruang
milik waduk, sempadan danau, sempadan embung, taman dan jalur

hijau, untuk kepentinagan umum sesuai peraturan perundang-

W

% undangan yang berlaku.

3

g Kebijakan yang ada adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan
=

ctertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok
5

gpelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Untuk melihat keberhasilan
et

w

< suatu kebijakan, amat sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu

(0]

-
wsendiri. Dimana implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses

kebijakan. Tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan dari

eAg uejn

undang-undang. Secara luas implementasi mempunyai makna pelaksanaan

* Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021, Pasal 26

nery wisepy yux
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©

gundang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, dan juga prosedur, dan
-~

© dimana teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan ataupun

1d

© program.

Bangunan liar merupakan istilah yang sering ditemukan di berbagai
daerah. Bangunan liar adalah salah satu fenomena yang terjadi di kota
Pekanbaru. Jika berkendara dari satu tempat ketempat lainya di Kota

Pekanbaru akan sangat mudah menemui rumah liar. Dalam kamus Bahasa

14 BEXSNS NIN AIw

g Indonesia bangunan liar diartikan sebagai bangunan yang didirikan secara tidak
sah (tanpa memperoleh izin membangun atau yang didirikan di atas tanah
bukan milik sendiri).” Artinya bangunan liar adalah bangunan yang dibangun

oleh perorangan pada lahan yang tidak seharusnya.

Perkembangan zaman yang semakin pesat menyebabkan kota-kota besar
di Indonesia mengalami isu yang cukup krusial yaitu permasalahan

penyalahgunaan lahan di kawasan perkotaan. Lahan yang dimaksud adalah

ST @3e31S

lahan kosong milik negara ataupun tanah milik pribadi yang tidak sesuai

Jruae

ketentuan peraturan yang berlaku. Arus urbanisasi setiap tahunnya meningkat

ATUN

'sehingga jumlah penduduk di sebuah kota terus mengalami peningkatan dan

J1SId

semakin padat. Akibatnya ketersediaan lahan di kota menjadi berkurang dan

jo £

menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial. Arus urbanisasi yang

semakin meningkat membuktikan bahwa kota-kota besar di Indonesia memilik

g uejIng

daya tarik yang sangat tinggi. Salah satunya adalah Kota Pekanbaru yang

terletak di Provinsi Riau, terutama Kecamatan Payung Sekaki yang memiliki

* Kamus Bahasa Indonesia Daring, https://kbbi.web.id/bangunan

nery wisepy jrred
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©

gjumlah penduduk sebanyak 88.436 jiwa dengan kepadatan 2.488 jiwa/km? serta
-~
©tingginya harga tanah menjadikan para pendatang yang tidak mampu mulai
©

© mendirikan hunian yang tidak memiliki izin atau bersifat liar.

Berdasarkan observasi yang dilakukan permasalahannya masih banyak

ditemukannya bangunan liar yang berada di ruas jalan sepanjang bahu jalan

NS NIN YHTw

» Kecamatan Payung Sekaki. Bangunan liar tersebut merupakan suatu bentuk

A

;pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah
E.Kota Pekanbaru, bentuk dari bangunan ini seperti berdirinya suatu bangunan
liar atau permanen tepat di bahu jalan seperti bangunan-bangunan yang terbuat
dari kayu atau non permanen yang sengaja dibuat oleh pedagang untuk
berjualan. contoh lain adalah masih terdapat bangunan permanen yang berdiri

di pinggiran jalan atau diatas drainase.

nery wisey JiueAg uejng jo A}JISIdAIU) dTWE[S] 3}€)§
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©
ZE
Q
-~
9
©
Q
=
=
=
=
w
c
w
-~
Q
=
Q
c
Gambar 1.1 Bangunan liar di kecamatan Payung Sekaki, Tahun 2023
W
-]
®
= Data berupa gambar tersebut, merupakan salah satu bentuk dari
3
E_bangunan yang masih berdiri di bahu jalan di sepanjang Jalan Kecamatan
(g}
EPayung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal bangunan liar ini, sebenarnya
<
Ebanyak sekali usaha pemerintah kota untuk dapat menanggulanginya namun
§ sampai sekarang masih banyak sekali bangunan liar taupun permukiman
m
é:kumuh yang baru timbul walaupun sudah dilakukannya penataan oleh
= pemerintah. Terdapat beberapa kebijakan yang berlaku dan cara yang sudah

Ag

2 dilakukan dalam menertibkan bangunan liar ini, sesuai dengan artikel yang

i o
Lo Y

§diterbitkan oleh Pekanbaru.Go.id pada tahun 2022 bahwasannya sudah

nery wis
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©
gdilakukan penertiban terhadap bangunan liar yang berada dijalan Air Hitam,

-~
© Payung Sekaki “tegas kepala satpol PP Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang”.’
©

©Namun hingga saat ini bangunan liar masih dijumpai di sepanjang Jalan Air

—Hitam, Payung sekaki.

n

= Melihat dari gejala gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk
:C:melakukan kajian penelitian yang penulis tuangkan di dalam sebuah penelitian
=

;mengenai “Pelaksanaan Penertiban Bangunan Liar Berdasarkan
gPeraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kecamatan Payung

Sekaki”

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan serta untuk lebih
terarahnya penelitian ini makadalam hal ini penulis merasa perlu memberikan
batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini di

fokuskan kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021

we[sy ajels

~ Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dan Bangunan Liar

;-Di Kecamatan Payung Sekaki.

m

et

C..Rumusan Masalah

(o]

S. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

7))

= . . .

bt 1. Bagaimana pelaksanaan penertiban bangunan liar berdasarkan
»

=1

& Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang
=

o

A

® Moral Riau.com, https://moralriau.com/bangunan-liar-di-jalan-air-hitam-akhirnya-
ongkar/ (Diakses 10 Mei 2023)

o
Ise
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©
§ Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Payung
-~
2 Sekaki?
°
= 2. Apa faktor penghambat pelaksanaan penertiban bangunan liar
=
= berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021
-
= tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kecamatan
7=,
o Payung Sekaki?
= yung Sekaki?
w
I, Tujuan Penelitian
m . . . .
o Adapun tujuan yang akan dicapai, yaitu:
=
1. Untuk mengetahui pelaksanaan Penertiban Bangunan Liar berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Payung
Sekaki
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan penertiban
v bangunan liar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor
Y
© 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman
w
5 Masyarakat Di Kecamatan Payung Sekaki
F::Manfaat Penelitian

JAIU

nery wisey juedg uejng jo £3rs1

1.

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasan
dan ilmu pengetahuan dalam hal penertiban dan penyelesaian masalah
pada masyarakat dikarnakan banyak bangunan liar yang masih berdiri

di kota Pekanbaru.
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2. Penelitian ini juga diharapkan bisa membetri manfaat positif bagi
pemerintah daerah kota Pekanbaru dalam menanggulangi perihal
bangunan liar.

3. Sebagai tambahan pemahaman dan wawasan penulis dibidang hukum
pidana, serta mampu memberikan motivasi kepada penulis untuk
mengembangkan ilmu tersebut.

4. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau
sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada fakultas
hukum khususnya dan dapat menjadikan bahan rujukan bagi rekan-

rekan yang ingin meneliti dengan permasalahan yang sama.

F. Sistematika penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dalam penulisan penelitian ini, penulis

menyusun sistematikanya sebagai berikut:

nery wisey JiueAg uejng jo A}JISIdAIU) dTWE[S] 3}€)§

BAB 1 PENDAHULUAN Pada bab ini terdiri dari latar belakang
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini membahas tentang
teori bangunan liar, peraturan daerah kota pekanbaru nomor
13 tentang keteriban umum dan ketentraman masyarakat
mengenai bangunan liar.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN Pada bab ini terdiri dari

jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel,
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Pekanbaru nomor 13 Tahun 2021 dalam menertibkan
bangunan liar di Kota Pekanbaru serta hambatan yang
dialami pihak satuan polisi pamong praja Pekanbaru dalam

sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITAN Pada bab ini
membahas tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
PENUTUP Pada bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran

menertibkan bangunan liar di Kota Pekanbaru.

data.

BAB IV
BAB YV

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ﬂ.\/l Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

..u. ... 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
ff .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\D b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mssuseanay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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0 BAB I1
-~
2 PEMBAHASAN
°
Q
=
%Kajian Teoritik
= .
1=Teori Negara Hukum
7=,
CC” Hakikat negara hukum didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara
w

& (Soeverignty) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam

e

osuatu negara adalah hukum. Seluruh alat perlengkapan negara apa pun
c
namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung
tinggi hukum tanpa kecuali.

Hukum menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan bernegara
sebagaimana dikemukakan Sri Soemantri Martosoewignyo dalam kutipan
Tengku Erwinsyahbana, bahwa negara yang dikategorikan sebagai negara

Ehukum harus mempunyai unsur sebagai berikut:’

a. Pemerintah  dalam  melaksanakan tugas dan kewajibannya
harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan

b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)

c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara

d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental

dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl,

G uej[ng jo AJISIdATU) DTWR[S] 3)e

Sl
& Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu
=
5 " Erwinsyahbana, Tengku, and Tengku Rizq Frisky Syahbana. "Perspektif Negara Hukum
Iffonesia Berdasarkan Pancasila." (2018). h.2

11
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©
L echtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum
-~

dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of

-

QO
2
©
© Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan
=

—istilah “rechtsstaat” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:®

1. Perlindungan hak asasi manusia.

2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang

4. Peradilan tata usaha Negara.

nely exsng NIN A

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap
Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:’

1. Supremacy of Law.
2. Equality before the law.

3. Due Process of Law.

Keempat prinsip “rechtsstaat™ yang dikembangkan oleh Julius Stahl
tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip
“Rule of Law" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri
Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International
Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi
dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and
impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak

diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

J1IgAg uej[ng Jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)§

¢ Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum, H. 2, Diakses melalui https:/www.pn-

ungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep Negara Hukum Indonesia.pdf, Diakses 27
i%%ember 2023

% Ibid

nery wis
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Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “7he

International Commission of Jurists” itu adalah:'

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.

3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara
hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.
Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan
sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan
yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup
pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam
bukunya “Law in a Changing Society' membedakan antara “rule of law™
dalam arti formil yaitu dalam arti “organized public power” dan ‘“rule of

law"" dalam arti materiel yaitu “the rule of just law".

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok
Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas
prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri

tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum

nery wisepy JiureAg uejng jo AJISIdAIU) dTWE[S] 3)€)G
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(The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya. Adapun

prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:"'

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law); Adanya pengakuan normatif

dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua
masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law); Adanya
persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan,
yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.

Asas Legalitas (Due Process of Law); Dalam setiap Negara Hukum,
dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due
process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus
didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan
organorgan Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian
kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas
dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Peradilan
bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara
Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh
dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan

(politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

L Y
dﬁam A\

" Jimly Asshiddigie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan
isuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004

dglam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

uI
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6. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional

terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan
penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak
asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka
mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang
demokratis.

Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat); Dianut dan
dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang
menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang
hidup di tengah masyarakat.

Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare
Rechtsstaat); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang
diidealkan bersama.

Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol
sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan
hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam
mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer
oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung)

dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.
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Dalam tatanan kehidupan manusia pada dasarnya tidak akan dapat

1eH ©

@ terpisahkan dari hukum. Dikarenakan hukum sangat berperan penting untuk

1d

© mengatur tatanan kehidupan tersebut sehingga terwujudlah suatu keadaan yang
=
Emenyebabkan manusia merasa aman, damai sehingga hak dan eksistensinya
-
Spisa terjamin. Sebagaimana yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yaitu
7=,

g’tentang tujuan bernegara bangsa indonesia tepatnya pada alinea keempat telah
w

o ditetapkan bahwasanya negara:

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

neiry

untuk memajukan kesejahteraan umun, mencerdaskan kehidupan bagsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial ”."*

Hal ini menggambarkan bahwasanya indonesia memiliki tipe negara

hukum kesejahteraan. Teori negara hukum kesejahteraan adalah campuran

¢pantara konsep negara hukum dengan negara kesejahteraan. Negara hukum
-r

e

g.(rechz‘aat) adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan menempatkan

IS1

2 hukum sebagai dasar kekuatan sebuah negara, sehingga tatanan kehidupan

=

&dalam bernegara itu bisa terjalankan dengan baik seperti dalam

Iu

g'penyelenggaraan kekuasaan baik dalam bentuk apapun dilaksanakan dibawah
et

S

~ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya negara kesejahteraan yang

A

jo

merupakan teori yang menggambarkan bahwasanya pemerintah tidak hanya
menjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi pemerintah menjadi

pemikul utama yang sangat bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan

eAg uejng

"2 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke empat

nery wisepy yux
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gsosial, kesejahteraan umum dan menjadi kekuatan utama dalam memakmurkan

-~

© rakyat.

©

2% Ketertiban Umum

w

—a. Pengertian Ketertiban Umum

nely exsng NIN A

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia ketertiban berasal dari
kata tertib yang berarti teratur, menurut aturan dan bisa juga diartikan
sopan.'® Menurut istilah tertib juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan
dimana semua berjalan sesuai prosedur dan tidak keluar dari jalur atau
aturan yang telah ditentukan, sehingga berdampak baik bagi keadaan
tersebut. Kemudian kata umum dapat di artikan sebagai suatu kebiasaan
yang sudah sering terjadi dalam khalayak ramai atau hal yang biasa terjadi
dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Rahardjo Satjipto Secara tata bahasa, penertiban berasal dari
kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama
sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak
berseberangan, tetapi sama sama ada dalam sati asas kehidupan sosial.'*
Menurut Gautama dalam jurnal Chika Salsabila, menertibkan dapat
didefinisikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan
untuk menciptakan suatu situasi atau keadaan dan kondisi yang teratur dan

aman dengan kata lain tidak adanya hambatan ataupun tidak menyimpang

)Eg}.w&g ue}[ng jo AJISIdATU) dDTWER[S] 3}€)§

g
ESE

nery w

" Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online Di Akses Melalui

s://Jagokata. Com/Arti-Kata/Tertib. Html.

'* Harsan, Ifan Wardani. "Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas

ar Di Pasar Segiri Kota Samarinda." Journal Ilmu Pemerintahan (2017), H.147
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dari aturan yang semuanyan dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan
yang berlaku.'

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan
dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat
melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Oleh sebab itu
dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan
masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah,
maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang
kondusifmerupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya
meningkatkan mutu kehidupannya. Penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh
pemerintah daerah.

Pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS)
menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa
pengertian KAMTIBMAS adalah: “keamanan dan ketertiban masyarakat
adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat
terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya
tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan
tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung
kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan

masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala

nery wisepy JiureAg uejng jo AJISIdAIU) dTWE[S] 3)€)G

'* Salsabila, Chika. Op.Cit, H.3
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bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang
dapat meresahkan masyarakat”.

Ketenteraman dan ketertiban umum didalam Undang-undang No. 23
Tahun 2014 pasal 12 Ayat (1) dikatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk
penyelenggaraan perlindungan masyarakat”. Defenisi tersebut diatas,
menunjukkan bahwa ketenteraman dan ketertiban itu, menunjukkan suatu
keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam
melaksanakan pembangunan.'®

Dalam arti sempit, ketertiban umum merupakan suatu keteraturan yang
ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku saat itu. Dengan demi kian
setiap perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat
dibabatasi oleh peraturan perundang undangan yang dibuat sesuai dengan
permasalahan tersebut.'” Sesuai dengan fungsi suatu perturan yaitu untuk
membentuk masyarakat yang tertib dan jauh dari perbuatan pelanggaran
hukum, dengan itu suatu peraturan juga menyediakan sanksi bagi orang
atau kelompok yang melanggar dari hukum yang telah diuat tersebut.

Seperti pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di kota
Pekanbaru terkhususnya di jalan Air Hitam yang masih banyak

mendirikan bangunan-bangunan liar di ruang tepi jalan baik yang bersifat

S e ng yo A3ISIAATU() dTUIR[S] 3}¥}S

1o Pandiangan, Agustinus, Abdul Kadir, and Yurial Arief Lubis. "Peran Satuan Polisi

lifmong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan bagan Sinembah Kabupaten
Rdgan Hilir Provinsi Riaw." Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
(JIPIKOM) 1.1 (2019): H. 66

%)
8%.

nery w

"7 Ronald Saijaya, Hukum Perdata Internasional (Yokyakarta: Cv Budi Utama, 2019), H.
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permanen maupun yang semi permanen. Perbuatan seperti itu telah jelas
melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota Pekanbaru yang
melarang masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan di ruang tepi jalan.

Penertiban mencakup dua bentuk yaitu penertiban langsung dan
penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan dengan suatu
proses mekanisme untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan
peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan. Sedangkan
penertiban tidak langsung dilakukan dengan bentuk berupa sanksi
disinsentif."® Disinsentif Tata Ruang adalah perangkat untuk mencegah,
membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan
dengan rencana tata ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, menyebutkan bahwa
penertiban adalah tindakan dalam rangka menumbuhkan kataatan warga
masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

b. Tujuan dan manfaat Ketertiban Umum

Tujuan penertiban adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengurangi atau menghilangkan atau mencegah segala
bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat

2) Untuk menjaga penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan
perundangundangan daerah sehingga berjalan dengan sebagaimana

mestinya

nery wisepy jrreAg uejng jo A31sIaArup o1

8 Harsan, Ifan Wardani. Op.Cit, H.146
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3) Untuk menciptakan hubungan dari pemerintah dan masyarakat agar
dapat melakukan kegiatan dengan aman dan tertib dalam

menciptakan ketahanan nasional.

Didalam suatu peraturan yang di buat oleh pemerintah tentulah ada

manfaat yang di harapkan oleh pemerintah itu sendiri dan masyarakat, tujuan

dibuatnya suatu peraturan adalah untuk memberikan faedah dalam

menyelesaikan suatu masalah terutama dalam hal ketertiban umum.

1)

2)

3)

4)

Untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur dalam
menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menimbulkan kesadaran masyarakat supaya terhindar dari
pelanggaran ketertiban umum yang dapat merugikan dirinya sendiri,
orang lain dan pemerintah.

Menciptakan keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat
supaya terbentuk suatu kehidupan yang tentram, damai dan terhindar
dari sanksi hukum yang telah di tetapkan.

Diharapkan dapat menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap

ketertiban umum.

Upaya Pelaksanaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021

Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan

berkenaan dengan peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 13 Tahun

2021, maka setiap daerah otonom memerlukan unsur pelaksana

pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang



‘nery eysns NiN wizi eduey undede ynuag wejep 1ul sin} Ay yninjas neje ueibegas yeAuegqiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele|q z

NV VISNS NIN
o0}

&

‘nery eysng Nin Jelem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uediynbusd 'q

‘ye[esew njens uenelun neje yiuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenipuad ‘ueyipipuad uebunuadaey ymun eAuey uednnbusd ‘e

)

g

f
nidl

h

JJaquuins ueyingaAusw uep ueywnueouaw eduey (Ul sin) eAiey yninjas neje ueibegas diynbuaw bBuelenq ||

Buepun-Buepun 16unpullig e3dio YeH

nery eysng NinYiiw eydioyeq @

nery wisey JiueAg uejng jo A}JISIdAIU) dTWE[S] 3}€)§

22

pembentukannya berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan
peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja” selanjutnya dalam Pasal
2 disebutkan “pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong
Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan
Pemerintah”

Dalam pelaksanaan peraturan tersebut pemerintah kota Pekanbaru
sangat serius dalam upaya menertibkan masyarakat yang masih melanggar
ketertiban umum, upaya pelaksanaan ini juga didukung oleh badan-badan
terkait yang ikut dalam pelaksanaan peraturan ini seperti Satuan Polisi
Pamong Praja yang diharapkan dapat memaksimalkan upaya penertiban
tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja ini telah
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan
polisi pamong praja pasal 1 angka 8 yang menyebutkan bahwa, “Satuan
Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian
dari perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Kemudian dalam
menjalankan tugasnya, Satpol PP bertanggung jawab memberikan

“pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, dan badan hukum agar
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mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah”,
yang ditegaskan dalam pasal 5 huruf F."

Untuk itu dalam pelaksanaan peraturan ini, masyarakat diharapkan
dapat mematuhi dan menaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah Kota Pekanbaru, supaya terciptanya kehidupan yang aman, nyaman
dan tentram tanpa bertentangan dengan hukum.

Dasar Hukum Pelaksanaan Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru

Dasar hukum upaya pelaksananya ketertiban umum di Kota
Pekanbaru adalah dikeluarkannya suatu Peraturan daerah Kota Pekanbaru
tentang pedoman penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat, serta Peraturan Daerah dan Kepala Daerah yang dibantu oleh
Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal untuk mewujudkan ketertiban dan
kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru sangat serius dalam
membangun masyarakatnya, sehingga dalam hal yang lebih spesifik juga
telah diatur seperti larangan mendirikan Bangunan di bahu jalan yang
tertera pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor. 13 Tahun 2021 dan

telah di terapkan sejak tanggal 3 Desember 2021 lalu.

Satuan Polisi Pamong Praja

‘a. Pengertian Polisi Pamong Praja

Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu "Pamong" dan "Praja".
Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh, pendidik. Sedangkan Praja

memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong

g

nery wsey|jiredg ueyng jo

' Peraturan Pemerintah Ri No.6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1

ka 8 Dan Pasal 5 Huruf'F.
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praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Keberadaan Satuan Polisi
Pamong Praja dalam jajaran pemerintahan daerah mempunyai arti khusus
yang cukup menonjol, karena tugas-tugasnya membantu kepala daerah
dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan
daerah.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 20014
tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan "Polisi Pamong
Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala
Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan
ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah", "Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah
Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya
membantu Kepala Daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban
serta penegakan Peraturan Daerah sehinga dapat berdampak pada upaya
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pada hakekatnya, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah
seorang polisi, yang oleh karenanya dapat dan bahkan harus dikatakan
sebagai bagian dari aparat penegak hukum (law enforcer) Dikatakan
demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam
menegakkan peraturan daerah.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Prajasebagai aparat peregak Peraturan
Daerah dinyatakan dalan Pasal 1 butir 8 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua
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pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu
kepaladaerah menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong
Prajamenggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan
represif (penindakan), pada metode preventif, Satuan Polisi Pamong Praja
mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang
isi peraturanan daerah Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat
memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Metode
represif lebih cenderung kearah penindakan yang dilakukan Satuan Polisi
Pamong Prajaterhadap para pelanggar Peraturan daerah itu sendiri.

a. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja Tugas Sat Pol PP yaitu menegakkan peraturan

daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SatPol PP mempunyai fungsi:

1) penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
serta perlindungan masyarakat: pelaksanaan kebijakan penegakan

Perda dan peraturan kepala daerah
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2) pelaksanaan kebijakan  penyelenggaraan  ketertiban umum
ketenteraman masyarakat di daerah

3) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat

4) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala
daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya:

5) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah

6) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Satpol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena
Satpol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan

diatas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang:

1)  Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran
atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah

2)  Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3) Fasilitasi dan  pemberdayaan  kapasitas  penyelenggaraan

perlindungan masyarakat
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4)  Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas
Perda dan/atau peraturan kepala daerah
5) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur,
atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau
peraturan kepala daerah.
Bangunan Liar

a. Pengertian Bangunan Liar

nery €ysng NN Niiw e3dio ey @

Bangunan yaitu struktur buatan manusia yang terdiri dari atas dinding
dan atap yang didirikan secara permanen maupun tidak permanen di suatu
tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah, gedung dan bangunan
tempat usaha, yaitu segala sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam
kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya,
bangunan mempunyai beberapa fungsi bagi kehidupan manusia. Menurut
(Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan
gedung) yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,
baik untuk hunian (tempat tinggal) kegiatan agama, kegiatan usaha.
kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

Soetandyo Wigjosoebroto menyatakan bahwa bangunan liar adalah
bangunan yang didirikan secara illegal atau tidak sah karena tidak memiliki
izin membagun atau mendirikan di atas tanah yang bukan milik sendiri.*’

Kondisi seperti ini diakibatkan karena meningkatnya jumlah penduduk di

ey |J1redAg uejng jJo £JISIdATU() dDTUIB]S] d}€}S

2% Salsabila, Chika. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan
r Di Kota Tangerang. Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022. H.4

~
g
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setiap tahun sehingga berkurangnya lahan untuk mendirikan tempat tinggal
yang membuat masyarakat memilih untuk mendirikan bangunan tanpa izin
dan tidak pada tempatnya.

Bangunan liar adalah bangunan yang didirikan atas kemauan kita
sendiri tanpa meminta izin kepada pemerintah oleh karena itu menjadi
bangunan liar atau bangunan yang tidak sah. Dalam kamus Bahasa
Indonesia bangunan liar diartikan sebagai bangunan yang didirikan secara
tidak sah (tanpa memperoleh izin membangun atau yang didirikan di atas
tanah bukan milik sendiri).

Menurut peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021
disebutkan bangunan liar berupa bangunan yang dilarang berdiri di atas
ruang tepi jalan umum, bantaran sungai, ruang milik waduk, sempadan
danau, sempadan embung, taman dan jalur hijau. Namun dalam
penerapanya, bangunan liar masih banyak di temui di kota Pekanbaru salah
satunya berada di Kecamatan Payung Sekaki.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bangunan liar
adalah bangunan yang berdiri tanpa adanya surat izin dan didirikan oleh
manusia secara tidak permanen atau tidak permanen dan bertentangan
dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.
Dampak Bangunan Liar

Secara etimologis dampak berarti pelanggaran, tabrakan atau
benturan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat di artikan sebagai

benturan, pengaruh yang kuat menguntungkan akibat (baik negatif maupun
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positif). Sedangkan secara sosiologis dapat di artikan sebagai penggunaan
konsep dasar untuk menelaah sebuah gejala sosial dalam artian dampak
sosial merupakan efek dari fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan
masyarakat. Dampak bersifat positif dan negatif. Selain itu dampak juga
dapat diartikan sebagai kerusakan baik yang berasal dari lingkungan
maupun keadaan sosial, dimana kejadian tersebut mampu menimbulkan
sebuah keadaan penurunan kualitas dan penggunaan sistem nilai dalam
ketenangan hidup masyarakat. Dampak yang timbul dapat berupa Dampak
yang bersifat sosial, ekonomi dan budaya.

Beberapa dampak yang dapat terjadi dengan adanya bangunan liar ini
antara lain ialah :*'

1) Dapat merusak estetika kota. Yang dimaksut dengan merusak
estetika kota ialah merusak keindahan dan fungsi yang seharusnya
dari suatu tempat tersebut dalam hal ini ialah sepanjang wilayah
pinggiran sungai. Normalnya sepanjang wilayah bahu jalan harus
bebas dari bangunan apapun kecuali bangunan yang mendapatkan
izin dari pemerintah.

2) Selain itu dampak lingkungan yang ditimbulkan apabila banyaknya
bangunan liar yang ada ialah dapat mengakibatkan banjir.

3) Kemacetan lalu lintas dan kebersihan lingkungan

4) Rawan terhadap kejahatan.

1§1 JjipeAg uej[ng jo AJ1SIdAIU) dDTWE[S] 3}€)G

*! Wicaksono, Rizky Arya. Dampak Sinergitas Pengawasan Antar Stakeholder Dalam

ataan Bangunan Liar Di Sepanjang Wilayah Pinggiran Sungai Buntung Kecamatan Waru

Ké&bupaten Sidoarjo. Diss. Universitas Airlangga, 2017. H.3
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5) Mengakibatkan terjadinya penyempitan lahan karena lahan yang
ditempati dan dijadikan bangunan liar bukanlah lahan yang boleh
untuk dijadikan bangunan liar.

Bangunan Di Bahu Jalan

Bangunan merupakan suatu struktur yang sengaja dibuat oleh manusia
dengan fungsi dan kegunaan yang beragam serta bentuk dan desain yang
dapat disesuaikan dengan keinginan dari pemilik bangunan tersebut.
Bangunan juga dapat disebut sebagai rumah dan gedung yang terdiri dari
dinding, lantai, tiang dan atap yang didirikan secara permanen atau non
permanen pada suatu tempat tertentu, yang memiliki beragam bentuk,
ukuran dan fungsi serta mengalami perubahan yang menyesuaikan dari
waktu kewaktu, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi
tanah, kondisi cuaca dan berbagai bahan-bahan bangunan terbaru yang
ditemukan oleh manusia.

Bangunan memiliki fungsi yang beragam sesuai kebutuhan individu
atau kelompok, terutama sebagai tempat tinggal, tempat berlindung dari
cuaca, keamanan, tempat menyimpan barang-barang berharga dan juga
untuk tempat bekerja. Suatu bangunan juga tidak terlepas dari
kelangsungan hidup manusia seperti untuk memberi rasa aman dan
nyaman.

Namun dalam mendirikan bangunan, pembuat atau pemilik juga harus
mengikuti peraturan yang ada dan sesuai dengan prosedurnya serta tidak

melanggar peraturan seperti halnya mendirikan bangunan di bahu jalan.
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Seperti kebijakan dari pemerintah Kota Pekanbaru dengan mengeluarkan
peraturan yang melarang masyarakat untuk mendirikan bangunan bersifat
permanen atau sementara di bahu jalan yang ditegaskan dalam Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 larangan mendirikan
bangunan di atas saluran di atas ruang tepi jalan umum, bantaran sungai,
ruang milik waduk, sempadan danau, sempadan embung, taman dan jalur

hijau.?

‘Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian

terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal

permasalahan mengenai bangunan liar, hal ini dilakukan agar menghindari

plagiasi dan sebagai bukti orisinilitas penelitian ini.

Novita Surya Dewi, Ramadhani Setiawan, Edison. Implementasi Program
Pemerintah Kota Batam Tentang Penertiban Permukiman Liar, Tahun
2022.

Dari judul penelitian diatas bertujuan untuk bagaimana implementasi
program Kota Batam tentang penertiban permukiman liar mengetahui
pelaksanaan program pemerintah Kota Batam tentang penertiban
permukiman liar di Kota Batam, dan untuk mengetahui faktor yang
mendorong seseorang memilih tinggal di lokasi pemukiman liar di Kota
Batam. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian

kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan pengumpulan data

nery wisepy JiureAg uejng jo AJISIdAIU) dTWE[S] 3)€)G

2?peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021,
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menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil
penelitian di lapangan, yang diukur melalui enam indikator dapat
dikatakan berhasil. Namun pada indikator kondisi sosial, politik, dan
ekonomi tidak terlaksana dengan maksimal akibat tidak adanya bantuan
berupa materi dan non materi bagi masyarakat yang bertempat tinggal di
permukiman liar tersebut, hanya diberikan kesempatan bagi masyarakat
yang terpilih dan memang benar tidak mampu disediakan tempat untuk
menyewa rusunawa dengan gratis selama 6 (enam) bulan serta tidak
membayar air listrik.” Sedangkan perbedaannya pada penelitian yang
akan penulis teliti mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan
Payung Sekaki Kota Pekanbaru .

M.Irsad, Implementasi Peraturan Walikota Medan No 9 Tahun 2009
Dalam Menertibkan Bangunan Diatas Drainase Ditinjau Dari Siyasah
Syar’iyah (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan), Tahun
2021, Skripsi.

Dari judul penelitian diatas merujuk kepada bagaimana Implementasi
Peraturan Walikota Medan No 9 Tahun 2009 Dalam Menertibkan
Bangunan diatas drainase serta implementasi peraturan Walikota Medan
No 9 Tahun 2009 dalam menertibkan bangunan diatas drainase ditinjau

dari siyasah syar’iyah. Metode penelitian yang digunakan ialah metode

JjipeAg uej[ng jo AJ1SIdAIU) dDTWE[S] 3}€)§
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» Dewi, Novita Surya, Ramadhani Setiawan, And Edison Edison. "Implementasi

ngram Pemerintah Kota Batam Tentang Penertiban Permukiman Liar." Student Online Journal
(S8j) Umrah-1lmu Sosial Dan Ilmu Politik 3.1 (2022)
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penelitian hukum yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan tentang implementasi peraturan walikota medan no. 9 tahun
2009 dalam menertibkan bangunan diatas drainase ditinjau dari siyasah
syar“iyah (studi kasus di kecamatan medan timur, Kota Medan) bahwa,
pelaksanaan penertiban bangunan diatas drainase sudah di jalankan sejak
diberlakukannya peraturan ini sampai sekarang, akan tetapi pelaksanaan
penertiban masih kurang maksimal, hal ini terlihat dari jumlah bangunan
yang melanggar Perwal tersebut masih banyak dan sebagian belum di
tertibkan.”* Sedangkan perbedaan pada penelitian yang akan penulis
teliti mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13
Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Payung Sekaki Kota

Pekanbaru.

3. Risdayanti, Pengawasan Pemerintah Terhadap Bangunan Liar Di

Sepanjang Garis Sempadan Sungai Kecamatan Rantepao Kabupaten
Toraja Utara, Tahun 2020. Skripsi

Dari judul penelitian diatas merujuk kepada bagaimana Bagaimana
pengawasan pemerintah terhadap bangunan liar di sepanjang garis
sempadan sungai kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara oleh Dinas
Pekerjaan Umun Dan Perumahan Rakyat. Metode penelitian yang
digunakan ialah penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu,

1) Pengawasan langsung, hasil inspeksi langsung, on the spot observation

jieAg uejng jo AJISIdAIU) DTWE[S] 3}€)

M

nery w

* M Irsad, M. Irsad. Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 Dalam

ertibkan Banguan Diatas Drainase Ditinjau Dari Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Di
Kécamatan Medan Timur, Kota Medan). Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
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(Pengamatan di Tempat) dan on the spot report yang di lakukan oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat telah terlaksana dengan
baik dengan berkurangnya bangunan liar yang berdiri di sepanjang garis
sempadan sungai dan tumpukan sampah yang tidak terlihat lagi. 2)
Pengawasan Tidak Langsung, hasil pengawasan secara tertulis telah
memadai dan optimal. Pengawasan bangunan liar di sepanjang garis
sempadan sungai cukup optimal dengan berkurangya bangunan tempat
tinggal maupun tempat usaha di sepanjang garis sempadan sungai di
kecamatan Rantepao. > Sedangkan pada perbedaan penelitian yang
akan penulis teliti Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor
13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Payung Sekaki Kota
Pekanbaru serta bagaimana pelaksanaan tugas dinas satuan polisi pamong
praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Payung Sekaki Kota

Pekanbaru.

4. Agustinus Pandiangan, Abdul Kadir dan Yurial Arief Lubis. Peran Satuan

Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan
bagan Sinembah Kabupaten Rogan Hilir Provinsi Riau, Tahun 2019.

Dari judul penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui bagaimana
peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di
kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau serta

mengetahui Faktor-faktor yang menjadi penghambat Satuan Polisi

Jinedg uejng jo A3rs1aAruq) o1
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* Risdayanti, Risdayanti, Ansyari Mone, And Adnan Ma'ruf. "Pengawasan Pemerintah

T§hadap Bangunan Liar Di Sepanjang Garis Sempadan Sungai Kecamatan Rantepao Kabupaten
Téraja Utara." Kajian llmiah Mahasiswa Administrasi Publik (Kimap) 2.6 (2021): 2098-2111.
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Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Metode yang di gunakan
adalah metode kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil
lokasi penelitian pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja, kantor Camat,
dan Kelurahan Bahtera Makmur Kota. Adapun hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan
bangunan liar di kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir
Provinsi Riau dimulai dari proses sosialisasi, pendataan, himbauan hingga
penertiban dilakukan.”® Sedangkan pada perbedaan penelitian yang
akan penulis teliti bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat dalam menertibkan bangunan liar di
Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

Berikut ini perbandingan mengenai perbedaan penelitian yang akan

dilakukan dengan penelitian terdahulu.

1L18Ag uej[ng jo AJISIdAIU) dDTWE][S] 3}€)§

20 Pandiangan, Agustinus, Abdul Kadir, and Yurial Arief Lubis. "Peran Satuan Polisi

Pathong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan bagan Sinembah Kabupaten
Rogan Hilir Provinsi Riau." Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
(HPIKOM) 1.1 (2019): 65-72.
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©
= Tabel IL1
o Perbedaan Penelitian Terdahulu
I}ioej) Nama Judul Perbedaan
& | peneliti/Tahun
1= | Novita Surya | Implementasi Program | - Pada penelitian ini
;: Dewi, Ramadhani | Pemerintah Kota | dilaksanakan untuk
c | Setiawan, Batam Tentang | mengetahui pelaksanaan
— | Edison./2022 Penertiban program pemerintah Kota
w Permukiman Liar Batam tentang penertiban
5 permukiman liar di Kota
4 Batam. Sedangkan penulis
Py meneliti mengenai
© pelaksanaan peraturan
- daerah nomor 13 tahun
2021 tentang ketertiban
umum dan  ketenraman
masyaratakat terhadap
penertiban bangunan liar
serta hambatan yang
dialami oleh satpol pp
dalam menertibkan
bangunan liar.
M.Irsad/ 2021 Implementasi Penelitian ini dilaksanakan
Peraturan Walikota | atas dasar Peraturan
Medan Nomor 9 Tahun | Walikota Medan Nomor 9
2009 Dalam | Tahun 2009. Sedangkan
Menertibkan Bangunan | penelitian penulis
Diatas Drainase | berdasarkan peraturan
Ditinjau Dari Siyasah | daerah nomor 13 tahun

Syar’iyah (Studi Kasus
Di Kecamatan Medan
Timur Kota Medan

2021 tentang ketertiban
umum dan ketenraman
masyaratakat

Pada penelitian ini masalah
yang  dikaji = mengenai
bangunan diatas drainase.
Sedangkan penulis

mengkaji masalah bangunan
liar di bahu jalan.

nery urgsey jrredg uejng jo A}1SIaAIU) dTWE[S] 338} §
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Risdayanti/2020

Pengawasan
Pemerintah  Terhadap
Bangunan Liar Di
Sepanjang Garis
Sempadan Sungai
Kecamatan Rantepao
Kabupaten Toraja
Utara

- Pada penelitian ini mengkaji

bagaimana pengawasan
pemerintah terhadap
bangunan liar di sepanjang
garis  sempadan
kecamatan Rantepao
Kabupaten Toraja Utara
oleh Dinas Pekerjaan Umun
Dan Perumahan Rakyat.

sungai

Sedangkan Penulis
mengkaji bagaimana
Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 13 Tahun 2021

tentang Ketertiban Umum
dan Ketentraman
Masyarakat dalam
menertibkan bangunan liar
di  Kecamatan  Payung
Sekaki Kota Pekanbaru.
Subjek yang diteliti yaitu
Dinas Pekerjaan Umun Dan
Perumahan Rakyat.
Sedangkan peneliti
subjeknya yaitu Satpol PP,
penghuni bangunan liar dan
pengguna jalan.
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BAB II1
METODE PENELITIAN
:Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian

S NIn yfiw eydio yey o

~yang berusaha menjelaskan permasalahan penelitian secara deskriftif dan

3S

o analisis.  Penelitian  bersifat  deskriptif —merupakan penelitian yang

A
o mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-

=
teori hukum yang menjadi objek penelitian.?’

Menurut Creswell dalam Zainudin Ali menyatakan penelitian kualitatif
sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari
pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.Penelitian
kualitataif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung

wmenggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna
Y

g.(perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori
w

gdimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di

[

~lapangan

e

= Penelitian  kualitatif  dilakukan  pada  kondisi  alamiah  dan
et

w

ir'bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan

jo

instrument kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan
wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek

yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan

eAg uejng

?7 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), H.105

38
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©

gpada makna dan terikat nilai.Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum
-~

©jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi
©

-

©sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneli ti
=

Esej arah perkembangan.

-

S Dalam penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
7=,

g’hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian
w
& hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta

A
o meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat,

: maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian
hukum sosiologis.
B. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah satuan polisi pamong praja (satpol PP) Kota

Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah implementasi

wrperaturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban

%umum dan ketentraman masyarakat terhadap penertiban bangunan liar di Kota
§Pekanbaru.

(zPopulasi dan Sampel

5

E' Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang
-

E'-'sama. populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati),
; ejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.”®
=

gSedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.

<

* Muh Abdul Kadir, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung:Pt. Citra Aditiya Bakti,
4), H.101
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

1eH ©

19

populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada,

1d

©sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang
=

—didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam teknik
-

Epengambilan sampel ini penulis menggunakan teknik sampling purposive.
7=,
PSugiyono menjelaskan bahwa: “Sampling Purposive adalah teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan tertentu.*’

Purposive Sampling adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri

nery eysn

atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat
dengan ciri-ciri atau sifat sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini:

Tabel I11.1
Data Populasi Dan Sampel Responden
No Responden Populasi | Sampel | Keterangan
QN
4 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 2 2 wawancara
(4]
_E_ Pemilik bangunan liar 1.677 167 wawancara
2
ﬂ
E- Jumlah 1.677 169 wawancara
(=
Samber Data : Olahan Penulis 2023

» Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatlf dan Kualitatif, (Bandung:Alfabeta 2019),
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li,FSumber data

nery eysng NIN Yijiw eydio

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan,
maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu

lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu:*°

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat
lainnya.’’ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer
adalah data yang diperoleh langsung dari Kepala Ketua atau staf satpol
polisi pamong praja (satpol PP) Kota Pekanbaru melalui wawancara
bersama Ketua penyidik pegawai negeri sipil dan Analisis Bimbingan
Dan Konsultasi di satuan pamong praja kota Pekanbaru serta
wawancara bersama dengan pemilik bangunan liar di Kota Pekanbaru.
Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari
bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi
data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai
data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk
melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam
teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai

pemandu.

)'@}Jw{g ue}[ng jo AJISIdATU) dDTWER[S] 3}€)§

)
se

nery w

3% Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan
iris,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), H. 156

31 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik,(Jakarta: Rineka Cipta,
11), H. 87
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E%Metode Pengumpulan Data

-~

o
©

e

QO

Menurut Sugiyono, Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

Emendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti

s

Stidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.”

nery eysnsg N

Adapun metode yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian

ini adalah sebagai berikut:

Pengamatan (Observasi)

Menurut Moleong, Observasi merupakan pengumpuan data yang
menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi yaitu
kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung
objek penelitian yang menjadi fokus penelitian. ™
Wawancara

Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (face o
face), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan
masalah  penelitian  kepada seseorang responden.’*  Teknik
pengumpulan data ini yaitu interviewer dapat bertanya langsung

kepada responden.

[\°)
nery wigeygred§ ueng yo A}ISIsATUN JTWER[S] 338}

2 Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.Alfabeta. Bandung 2014

9 Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada,
7), H. 114.

3 Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Pt. Raja
afindo Persada, 2008), H. 82
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3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel
yang berupa surat, catatan harian, surat kabar, cendera mata, laporan,
artefak, dan foto.”> Dalam penelitian ini metode dokumentasi
digunakan untuk mengumpulkan data yang telah dirumuskan, meliputi
foto kegiatan, peraturan-peraturan, arsip-arsip, dan catatan resmi.
Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif,

nery €jsng Nin yijlw e3dio ey @

yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang
jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan
masalah yang dibahas dan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara
dan penelusuran literatur sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan
yang diteliti secara jelas. Analisis penelitian ini kemudian mengambil

wrkesimpulan secara induktif, yakni dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-

e

@ hal yang bersifat umum.

** Noor,Juliansyah. Metodologi Penelitian. Prenadamedia Group. Jakarta. 2011. H.141
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis susun dalan skripsi ini,

diperkuat dengan data-data dari lapangan terkait pelaksanaan Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 dalam menertibkan

bangunan yang berada di bahu jalan Maka dapat disimpulkan bahwa:

1.

Mekanisme pelaksanaan perauran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13
Tahun 2001 mengenai penertiban bangunan liar yang berada di bahu
jalan di Kota Pekanbaru di bawah kendali Satuan Polisi Pamong Praja,
dengan berkordinasi dengan instansi terkait sudah sesuai dengan
ketentuan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor
13 Tahun 2021. Meckanisme di maksud adalah melakukan sosialisasi,
teguran secara lisan, teguran dengan mengeluarkan surat peringatan
dan kemudian melakukan pembongkaran secara paksa terhadap pelaku
pelanggaran seperti yang di atur dalam Peraturan Daerah tersebut.
Secara SOP Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan tugasnya
dengan baik, hanya saja dengan kurangnya SDM didalam Satuan Polisi
Pamomg Praja ini sehingga membuat pelaksanan Peraturan Daerah
Nomor 13 tahun 2021 ini kurang efektif sehingga masih banyaknya di
temukan bangunan liar di kota Pekanbaru terutama di Kecamatan

Payung Sekaki.

64
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2. Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat dalam mengatasi bangunan liar di bahu jalan yakni
kurangnya kepatuhan hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat
yang mengaangap apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang benar
serta perlawanan masyarakat seperti memblokir jalan, protes hingga
melakukan demonstrasi sehingga peraturan yang ada tidak bisa di
terapkan dengan baik oleh Satpol PP. Selain itu, kurangnya SDM di
dalam Satpol PP sehingga membuat pengawasan dan penertiban sulit
dilakukan oleh Satpol PP serta ada kepentingan politik dafi oknum

oknum tertentu yang nelakukan intervensi terhadap Satpol PP tersebut.
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©
§ B. Saran
S
g. 1. Kepada pemerintah yang membuat peraturan agar lebih
g memperhatikan  kelemahan-kelemahan yang terdapat didalam
; peraturan seperti undang-undang, peraturan Daerah dan sebagainya.
g Dengan cara memberlakukan sanksi bagi setiap yang melanggar
CC” peraturan tersebut
% 2. Kepada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, agar tetap melaksanakan
? tugas secara rutin sebagaimana yang telah diamanahkann dan terus
=

melakukan pengawasan agar pertumbuhan bangunan liar di Kota

Pekanbaru bisa dikendalikan.

3. Kepada masyarakat dan pemilik bangunan liar agar lebih

nery wisey JiueAg uejng jo A}JISIdAIU) dTWE[S] 3}€)§

mengindahkan dan menaati segala peraturan yang telah di berlakukan.
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